


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah penerimaan dari pungutan pajak
daerah kotamadya, retribusi daerah ,hasil dari perusahaan daerah,penerimaan dari
dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin
tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah
merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah

dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka jenis pajak
daerah meliputi Pajak provinsi yang-terdiri dari Pajak kendaraan bermotor (PKB)
dan pajak kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
dan bea balik nama kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
(PBBKB), Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.

Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau
beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah
tersebut dipandang kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan berlakunya Undang — Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka pajak provinsi menjadi Pajak
kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak air permukaan

dan Pajak rokok. Dan Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, Pajak restoran,



Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan
galian golongan C dan Pajak parkir.

Tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7
UU Pajak Daerah adalah Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan
kepala daerah Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah
ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen
lain yang disamakan, seperti karcis parkir. Mekanisme pertama tersebut biasa
dikenal sebagai cara official assessment system, yakni sistem pemungutan pajak
untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus atau aparat
pajak. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak Dalam mekanisme
kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri,
menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri
besarnya jumlah pajak terutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah.
Mekanisme ini dikenal sebagai cara self assessment system, dalam sistem ini
wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan
penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari
laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Surabaya
dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang
pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang
dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satunya pendapatan pajak daerah ialah reklame,pajak reklame itu
sendiri adalah media yang di gunakan untuk menjembatani antara produsen dan

konsumen untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau



fungsi lain memiliki tujuan yang sama dan karena reklame terletak dalam sebuah
titik yang strategis oleh sebab itu reklame menjadi salah satu media yang cocok
untuk mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat,sehingga banyak
perusahaan yang akan menggunakan reklame yang memiliki berbagai macam
bentuk yaitu reklame bisa berbentuk peragaan reklame selembaran stiker, reklame
papan, reklame berjalan atau kain.

Besar nominal yang dibayarkan pun berbeda-beda tergantung jenis pajak
reklame yang digunakan. Di Kota Surabaya banyak sekali terdapat perusahaan
atau bisnis yang membutuhkan jasa reklame guna untuk mempromosikan barang
atau jasa, sehingga penulis ingin mengetahui apakah wajib pajak membayar pajak
reklame tersebut kepada pemerintah kota Surabaya, sehingga dapat diketahui
tingkat efektivitas maupun besar kontribusi yang diberikan pajak reklame
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Dalam memaksimalkan
pendapatan asli daerah khususnya pajak reklame, pemerintah daerah khususnya
Kota Surabaya perlu terus mengevaluasi efektivitas penerimaannya, dengan
maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak telah dilakukan secara
efektif atau belum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada
PAD. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah
setelah tahun 2015 hingga lima tahun kedepan yaitu tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020 pendapatan pajak daerah pada sektor pajak hiburan dan reklame tetap
stabil terus mengalami peningkatan atau bahkan sebaliknya, lalu peneliti juga
ingin menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak

hiburan dan reklame terhadap PAD.



1.2  Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak
reklame Kota Surabaya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat
penerimaan pajak reklame di Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan pajak

reklame.

1.3  Manfaat Tugas Akhir
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:
1. Bagi Perguruan Tinggi
a. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan
antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.
b. Sarana memperoleh informasi terkait dengan kondisi keadaan
lingkungan instansi secara umum.
C. Mampu menghasilkan lulusan yang berpengalaman di
bidang perpajakan.
2. Bagi Instansi Terkait
a. Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan

antara instansi dan perguruan tinggi.



b. Dapat membantu sedikit meringankan beban pekerjaan dengan
adanya mahasiswa praktek kerja lapang.

c. Sebagai referensi masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dan
bahan untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengoptimalisasi
pemungutan Pajak reklame sehingga diharapkan dapat menjadi
motivasi bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Mahasiswa

a. Sebagai sarana pelatihan di dalam dunia kerja.

b. Menambah wawasan dan pengelaman di dalam dunia kerja yang
nantinya akan dihadapi secara langsung di masa yang akan
datang.

c. Sebagai syarat kelulusan memperoleh gelas Ahli Madya.

14 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu obyek permasalahan
yang nantinya agar tidak meluas topik dari pembahasan dan pembahasan akan
lebih merata sehingga penulis melakukan pembahasan berdasarkan latar belakang
yang sudah dibahas sebelumnya, ruang lingkup studi lapang ini akan membahas
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Surabaya Periode 2016 —

2020.

1.5  Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi :

1. Observasi



Penulis melakukan Kegiatan magang untuk mengumpulkan dan
mencari data secara langsung dan melakukan pencatatan, pengamatan,
mendengar dan meneliti bagaimana penerimaan pajak reklame di Kota
Surabaya.

Wawancara

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan pada saat magang dengan
cara wawancara kepada pembimbing eksternal secara langsung yang
berkompeten di lapangan guna mendapatkan informasi untuk
mendukung mengisi hasil penulisan Tugas Akhir.

Dokumentasi

Penulis Mencari dan mengumpulkan data pada saat magang dengan
membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari Dinas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta penulis
melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan
yang ada seperti di perpustakaan, Undang — Undang Perpajakan,
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 dan sumber

lainnya yang mendukung terkait Pajak reklame.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Berdasarkan Undang — Undang pemungutan pajak menjadi 2
macam Yyaitu pajak daerah dan pajak pusat. pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
Negara disebut Pajak Pusat, sedangkan pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah adalah
Pajak Daerah.
Ciri — ciri dan unsur pokok berdasarkan istilah diatas
pengertian pajak daerah dapat di simpulkan sebagai berikut yaitu :
a. Pajak bersifat memaksa
b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

c. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

2. Fungsi Pajak Daerah
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai
dua fungsi (Mardiasmo, 2016: 15),yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber dana bagi
pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai alat pengatur atau

melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.



Fungsi pajak daerah tidak jauh beda dengan fungsi pajak pada
umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki
fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai

rumah tangga pemerintahanya dalam segala bidang.

Jenis —Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Perundang-Undang Tahun 2009 pasal 2 nomer
28 , jenis - jenis pajak daerah di-bedakan menjadi dua bagian , yaitu:

a. Pajak Provinsi yang meliputi:

1) Pajak Kendaraan . Bermotor(PKB) adalah pajak atas
penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang
dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun
pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
bahan bakar kendaraan bermotor yang di gunakan.

4) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak yang di kenakan
atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok adalah pungutan atas pajak yang dilakukan oleh
Pemerintah.

b. Pajak kota/kabupaten meliputi:



1)

2)

3)

5)

Pajak Hotel adalah pajak yang di kenakan atas dasar
pelayanan dari pihak hotel yang telah sediakan. Objek pajak
hotel terdiri dari setiap pelayanan yang disediakan oleh pihak
hotel dan subjek hotel ialah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas jasa pelayanan hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang
telah disediakan. Objek pajak yang pengguna jasa yang
membayar dan subjek pajak restoran adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan
restoran dan wajib-pajak restorannya ialah pengusaha
restoran. Tarif pajak yang dipungut sebesar 10 persen.

Pajak Hiburan adalah pajak yang di pungut atas dasar
penyelenggara hiburan. Sedangkan Objek pajak hiburan ialah
semua penyelenggaraan hiburan dan subjek pajak adalah
pengguna jasa yang menonton atau menikmati hiburan.

4) Pajak Reklame adalah pajak yang di pungut atas
dasar penyelenggara reklame, objek dan subjek pajak adalah
Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau
menyelenggarakan reklame. Pemerintah menetapkan tarif
pajak sebesar 25 persen.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas dasar penggunaan
listrik diperoleh dari sumber lain maupun yang dihasilkan

sendiri .



6)

7)

9)

10

Pajak Parkir adalah pajak atas dasar penyelenggaraan lahan
parkir yang berada luar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pemanfaatan dan/atau
pengambilan air tanah. Air tanah adalah air yang bersumber
dari batuan di bawah permukaan tanah atau dalam lapisan
tanah.

8) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang
dipungut dalam pengambilan atau/dan pengusahaan sarang
burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk
marga collocalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, collocalia
maxina, collacalia esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak di kenakan atas
bumi atau/dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

dan pertambangan.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

atas dasar perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa
atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat

terjadinya jual beli tanah, tetapi juga setiap perolehan hak
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atas tanah dan/atau bangunan yang baik secara waris, hibah,

maupun tukar lahan.

4. Pemungutan Pajak Daerah

Pemerintah daerah yang memiliki wewenang luas dan
kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan
potensi sumber keuangan sendiri. Supaya peningkatan asli daerah
dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dimana
untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Semua itu
membutuhkan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu supaya
peningkatan sumber penerimaan harus lebih diperhatikan lagi.

Suatu daerah melalui pembangunan di segala aspek kehidupan
baik fisik maupun non fisik, sehingga mampu menyelenggarakan
pemerintah dan pelayanan masyarakat Agar dapat merealisasikan
tujuan tersebut maka perlu memperhatikan masalah pembiayaan
pembangunan. Dalam pelaksanaan  ekonomi daerah pemberian
kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain
mempertimbangkan- kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara
umum juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai
pajak daerah.

5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 pasal
5 bahwa sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara
dibayar sendiri olen Wajib Pajak (Self assessment) yaitu jenis Pajak

Jotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan
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Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Pajak yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah (Official assessment) yaitu untuk jenis Pajak
Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak
Air Tanah;Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2).

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan Kepala Daerah wajib untuk mendaftarkan objek Pajak
kepada Kepala Daerah dengan menggunakan:

a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah

b. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan

objek PBB-P2 sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Izin tertulis atau pengesahan dari walikota tidak dapat di
alihkan kepada pihak lain dengan cara apapun. Permohonan ijin dapat
ditolak oleh walikota atau dinas pendapatan daerah. Dimana apabila
tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang
telah ditentukan.

Kegiatan pendataan dan pendaftaran ini merupakan kegiatan
yang mana petugas pendapatan daerah melalukan penghimpunan serta

pencatatan data dalam objek pajak. Sehingga dengan dilakukannya
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pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan
mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah
terdata,Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak berdasarkan
ketetapan pemerintah daerah/kota, besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang di tentukan melalui surat ketetapan pajak daerah ( SKPD )
(Mardiasmo 2016: 15):

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
penentuan besarnya jumlah  kekurangan pembayaran, jumlah
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, jumlah kredit pajak,
jumlah pajak, dan pokok pajak yang harus dibayar.

b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang
digunakan untuk melaporkan pembayaran atau perhitungan
kewajiban dan harta pajak baik objek pajak maupun bukan objek
Pajak , sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
pemerintah daerah.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT),yaitu surat yang melaporkan tentang ketetapan pajak
yang menghasilkan ketentuan tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 Retribusi Daerah
1. Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi Daerah ialah Pembayaran atas izin atau jasa tertentu

yang khusus di berikan atau di sediakan untuk kepentingan orang



2.

a.
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pribadi dan/atau badan yang di pungut oleh pemerintah daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat
(64), sedangkan menurut Siahaan (2015: 167) Retribusi daerah ialah
sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan penggunaan
jasa tertentu yang disediakan/diberikan oleh negara kepada Rakyatnya
secara individu. Tetapi beberapa jasa yang diberikan/disediakan
pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya . Hanya jenis-jenis jasa
tertentu saja yang menjadi pertimbangan social ekonomi yang dapat
dijadikan sebagai obyek retribusi.

Objek dan Subjek Retribusi-Daerah Objek Retribusi Daerah:

Jasa Usaha merupakan pelayanan yang menganut prinsip komersial

yang di sediakan oleh pemerintah daerah/kota untuk rakyat.

Jasa Umum, merupakan pelayanan dari pemerintah daerah yang di

sediakan untuk orang pribadi atau badan bertujuan untuk

kepentingan dan kemanfaatan umum.

c. Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang
sediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi dan/atau
badan bertujuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, sarana,
mengatur atau mengawasi penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana atau fasilitas tertentu bertujuan untuk menjaga
melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan yang di
sediakan oleh pemerintah daerah untuk Subjek Retribusi Daerah

yang di maksud orang pribadi dan/atau badan.
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d. Retribusi Jasa Umum merupakan menikmati/ pelayanan jasa umum

yang fasilitas di sediakan tertentu untuk orang pribadi atau badan

yang menggunakan/ menikmati fasilitas.

e. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan jasa usaha orang pribadi

atau/dan badan yang menggunakan/ menikmati yang fasilitas.

f.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah izin tertentu yang di

berikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi dan/atau badan

yang memperoleh jasa retribusi.

3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

b. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1.

2.

Retribusi pelayanan kebersihan dan sampah
Retribusi Pelayanan Umum
Retribusi Pergantian Akta Catatan Sipil dan Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk
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4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

6. Retribusi Pelayanan Pasar

2.1.3 Pajak Reklame

1.

Pengertian Pajak Reklame

Siahaan (2015: 181) mengatakan bahwa “Pajak reklame adalah
pajak atas pengadaan reklame”. Apa yang dimaksud dengan reklame
yaitu alat, benda, perbuatan, atau/dan media yang dapat di lihat, di
rasakan, di dengar dan di nikmati oleh masyarakat umum yang
berbentuk dan bercorak penuh ragam yang dirancang untuk tujuan
komersial menganjurkan, memperkenalkan, mempromosikan, sehingga
menarik perhatian masyarakat umum terhadap jasa, produk milik orang

pribadi atau badan.

Objek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame menurut Siahaan (2015: 184) vyaitu:
“Obyek pajak reklame adalah semua penyelengaraan reklame.”
Sedangkan maksud dari obyek reklame yaitu :

a. Reklame megatron/ videotron/ large electronic display yaitu layar
monitor besar yang digunakan untuk program periklanan atau iklan
yang menyala dalam berbagai warna dan dapat dioperasikan
dengan listrik dikenal sebagai billboard LED.

b. Reklame Papan/billboard yaitu Selama dipasang atau digantung
atau dibuat di dinding atau pagar atau tiang atau struktur serupa

lainnya, papan, kayu, seng, atau bahan serupa lainnya didefinisikan
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sebagai papan iklan terlepas dari apakah mereka memiliki
penampilan yang berkilau atau tidak.

Reklame Melekat (stiker) yaitu Reklame dapat disebarluaskan dan
ditempelkan pada suatu permukaan berupa lembaran-lembaran
lepas asalkan luas permukaan setiap lembaran tidak melebihi
200cm2.

Reklame Kain adalah papan reklame yang menggunakan Kkain,
termasuk juga dengan Kertas, plastic, karet atau bahan yang sejenis
lainnya

Reklame selebaran yaitu reklame Dengan ketentuan reklame tidak
dilekatkan pada hal lain, diperbolehkan untuk dibagikan, diberikan,
atau diminta asalkan tidak dilekatkan pada objek atau benda lain.

f. Reklame = udara - yaitu reklame yang penyelengaraan
dilakukan di atas udara yang menggunakan leser, balon udara, gas,
pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame berjalan termasuk yang berada pada kendaraan adalah
Papan reklame yang dipasang/di tempelkan di kendaraan untuk di
perlihatkan oleh atau bersama-sama dengan kendaraan yang
memasangnya

Reklame suara yaitu reklame yang menggunakan kalimat yang
diucapkan atau dikatakan dan juga dengan suara yang ditimbulkan

melalui perantara alat yang menimbulkan suara.
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i. Reklame peragaan yaitu papan reklame yang diselenggarakan
dengan cara mempertontonkan suatu benda atau barang yang
menggunakan suara atau tanpa disertai suara

j. Reklame slide/film adalah reklame yang di tunjukan menggunakan
klise yang berupa film/kaca film sebagai alat proyeksi yang
dipancarkan kepada layar atau benda lain yang berada di dalam
sebuah ruangan

Subjek Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 48
dalam Lasmana dan Rumaizi (2019), “Subjek pajak reklame adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame”.

Sedangkan pelaku wajib pajak reklame ialah orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame yang di maksud dalam
hal reklame yang akan diselenggarakan sendiri baik secara langsung
oleh orang pribadi ataupun badan, Dalam hal reklame yang akan
diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut akan
menjadi wajib pajak reklame.

Bukan Objek Pajak Reklame

Objek yang tidak termasuk dalam pajak reklame berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
sebagai berikut:

a. penyelenggara Reklame dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah;
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Penyelenggara reklame yang dilakukan melalui media internet,
media televisi, media radio, media warta harian,media warta
mingguan,media warta bulanan, media warta mingguan, dan dll .
Merek/Label dari sebuah produk yang dilekatkan pada barang
yang akan diperdagangkan yang berfungsi untuk menujukan merek
produk, dan membedakannya dari produk lainnya.

Reklame yang melekat pada bangunan yang bertujuan untuk
mengenalkan nama usaha, yang ketinggian kurang dari lima belas
( 15 ) meter, luasnya tidak melebihi satu meter persegi (1 m2 )
dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
Penyelenggara reklame yang bertujuan hanya untuk memuat nama
tempat panti asuhan dan tempat ibadah.

Penyelenggara reklame yang bertujuan semata-mata hanya untuk
mengenai peruntukan tanah dan juga kepemilikan , dengan luas
tidak lebih dari satu meter persegi ( 1 m2 ) yang penyelenggara di
atas tanah kecuali reklame tentang produk.

g. Reklame yang Diselenggarakan oleh Perwakilan PBB,

perwakilan diplomatic dan konsulat.

Tarif Pajak Reklame

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber

penerimaan yang dapat diandalkan. Sektor pajak merupakan pilihan
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yang paling tepat selain jumlahnya relatif stabil tetapi juga merupakan
cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan.
Secara umum sesuai dengan tata cara rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak Reklame x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
= Tarif Pajak Reklame x Nilai Sewa Reklame

Siahaan (2015: 390 ) mengatakan bahwa “ Umumnya jangka
waktu tertentu masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggara
reklame” , yang dimaksud dengan masa pajak ialah bagian dari bulan
dihitung satu bulan penuh” .

Penetapan Pajak Reklame

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota
pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah
tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional
dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di
daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah. kabupaten atau kota untuk mengenakan suatu jenis pajak
kabupaten kota. Setiap perencanaan penempatan reklame harus
memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan

lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pembayaran Pajak Reklame
Menurut Siahaan (2015: 196) : “Pajak reklame terhutang
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah,

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
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reklame ditetapkan oleh bupati/walikota. Pembayaran pajak reklame
yang terhutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang
ditunjuk oleh bupati/walikota. Apabila pembayaran dilakukan ditempat
lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah
paling lambat 1 x 24 jam, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada
hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya”.

Penagihan Pajak Reklame

Jumlah dari pajak terhutang yang masih harus dibayar atau
tidak/belum dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka
akan ditagih dengan surat paksa dan dilanjutkan dengan penyitaan,
pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tidak mau
melunasi hutang pajaknya sebagaimana mestinya. Pemungutan pajak
sebagai salah satu pajak daerah yang merupakan pajak yang sangat
menguntungkan bagi negara, sebab pemasukan sangat besar.
Peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun di upayakan
untuk dapat meningkat terus. hal tersebut dilakukan oleh aparat kantor
pelayanan pajak.

Dimana pemungutan pajak yang baik di perlukan adanya
partisipasi aktif dari segala pihak baik aparat pemungutan maupun
aparat lainnya. Pendapatan Asli Daerah dapat dianggap sumber
penerimaan daerah yang paling tepat dari semua sumber penerimaan
daerah. Dalam pelaksanaannya bagian terbesar dari penerimaan pajak
berasal dari banyaknya jumlah wajib pajak yang pembayar pajak yang

dipungut oleh pemerintah.
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Sanksi Pajak Reklame

Siahaan (2015:197) menyatakan bahwa pajak reklame yang
terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan
daerah. Atas keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi sebesar 2%
per bulan. Jangka waktu Pembayaran selambat-lambatnya tanggal 15
bulan berikutnya dan pelaporan selambatlambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya. Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2014 pasal 10
menyatakan bahwa pihak pemesan reklame dan/atau pihak ketiga yang
menyampaikan nilai kontrak reklame yang tidak benar atau tidak sesuai
dengan nilai kontrak reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau
memalsukan nilai kontrak reklame yang berakibat terdapat kerugian
pajak daerah dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang
perpajakan atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pajak reklame yang kurang bayar ditambah dengan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak tanggal Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame pertama kali diterbitkan

2.1.4 Efektivitas

1.

Pengertian Efektivitas

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan
melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk
menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan

terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.
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Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan
ataupun program. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif
apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau
berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Analisis Efektivitas

Menurut Hanif (2015: 97) untuk dapat mengetahui efektivitas
pajak Reklame terlebih dahulu membandingkan antara realisasi
penerimaan pajak Reklame terhadap target yang ditetapkan, sehingga
untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus untuk
menghitung besarnya peningkatan efektivitas pajak Reklame sebagai

berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Efektivitas Reklame = - - * 100%
Target Penerimaan Pajak Reklame

Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri-memiliki tiga tingkatan yang berbeda,
dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi
sebagaimana yang didasarkan oleh Siagian (2015: 105) antara lain:

a. Efektivitas Individu
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu
yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari
organisasi.

b. Efektivitas kelompok
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Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling
bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok
merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas organisasi
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan
kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu
mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada

jumlah hasil'karya tiap - tiap bagiannya.

Indikator Efektivitas

Efektivitas - kerja merupakan kesesuaian pekerjaan yang
dilakukan dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan dari awal guna
untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efektivitas kerja yang
tinggi dapat membuat tujuan dan sasaran yang diinginkan akan tercapai.
Dimana pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, prasarana dalam
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat
pada waktunya.

Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai
dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk
mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas
yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output

(keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah



25

ditetapkan. Di bawah ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi

kriteria efektivitas:

Tabel 1

Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Kriteria
Efektivitas

(Persentase %)

>100% Sangat Efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Penilaian efektivitas Pajak Reklame menggunakan serangkaian ukuran
yaitu:

a. Equity ( Keadilan)

b. Yield (Hasil)

c. Economic Efficiency (Daya Guna Ekonomi)




26

d. Suitability as Local (Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan
Daerah )

e. Abbility to Implement (efektivitas Kemampuan Melaksanakan )

Suatu organisasi dapat diukur tingkat efektivitasnya dari berbagai hal

antara lain ialah :

a.  Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “peta jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya
dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

b.  Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang
terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai

c. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang
telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani
tujuan-tujuan . dengan - usaha-usaha - pelaksanaan  kegiatan
operasional.

d.  Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat
sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman

bertindak dan bekerja.
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e.  Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang
terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai

f.  Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif
dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan
oleh organisasi.

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas
menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.
Efektivitas merupakan kontribusi. yang dihasilkan oleh output
(keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

h. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.1.5 Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan pajak
suatu pajak dengan target pajak, dengan asumsi bahwa semua wajib pajak
membayar pajak terutangnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas

menurut Hanif (2015: 97) adalah sebagai berikut:



28

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Efektivitas Reklame = . . ® 100%
Target Penerimaan Pajak Reklame

Apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas
semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula
sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan

tersebut semakin tidak efektif.



BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Studi

3.1.1 Profil Instansi

Nama Instansi . Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
Kota Surabaya
Alamat Instansi  : Jalan Jimerto 25-27 Surabaya

Telepon Instansi -~ : 031-5312144

3.1.2 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan (DPPK) Kota Surabaya

Sejak diterapkan menjadi organisasi yang fokus pada pengelolaan
Pendapatan daerah tertentu Kkhususnya dalam pengelolaan sektor perpajakan
daerah, keberadaan perkembangannya dituntut agar mendeskripsikan berbagai
kemampuan dan fungsi yang dimilikinya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya merupakan salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah
yang terdapat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2005 disebut
sebagai Dinas Pajak yang kemudian pada tahun 2008 diubah menjadi Dinas
pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terbentuk berdasarkan aturan nomor 14
tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya yang resmi dilantik baru

mulai beroperasi.

29
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Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas pemerintah kota Surabaya
dalam mengurus dan menyelenggara urusan-urusan yang menyangkut bidang
pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan dinas pendapatan kota
Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan
pembangunan daerah.

Dinas pendapatan kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan
pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber
pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya
terdapat pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame

dan pajak hiburan .

3.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
Kota Surabaya
1. Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang
profesional, berteknologi.dan handal.
2.  Misi
a. Meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan
pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
Yang dimaksud dengan transparan adalah sebagai satuan kerja
dalam pengelola keuangan daerah yang menghasilkan informasi

keuangan daerah yang mampu menyajikan dan menyediakan
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informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh
semua pihak sesuai peraturan perundangan.

b. Pelayanan Pajak yang akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan
daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan
dapat dipertanggungjawabkan. Efisien yang berarti dalam
menyusun, melaksanakan, mempertanggung jawabkan keuangan
daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya
menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya.

C Efektif yang berarti dalam menyusun, melaksanakan dan
mempertanggung jawabkan keuangan daerah penggunaan APBD di

sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

3.1.4 Struktur Organisasi. dan Rincian Tugas Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya

Berikut ini struktur-organisasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Surabaya.
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Gambar 1
Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya

Sumber: DPPK Kota Surabaya

Berikut adalah uraian tugas atau pekerjaan dari masing-masing devisi di
DPPK:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kesekretariatan. Rincian

tugas sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, sebagai berikut:
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a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan
laporan Dinas;

b. Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan
dan perpustakaan;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

f.  Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;

g. Pelaksanaan administrasi perizinan/pemberian rekomendasi;

h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

I. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan penyiapan perangkat
hukum;

J.  Pelaksanaan pelayanan porporasi berkaitan dengan pemungutan pajak;

k. Penilaian angka kredit jabatan fungsional;

I.  Pelaksanaan fasilitasi implementasi rencana tindak kota;

m. Penyusunan.. perumusan. bahan penetapan kebijakan pengelolaan
pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.

n. Penyusunan perumusan bahan penetapan Peraturan Daerah tentang
pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang
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pendapatan pajak daerah. Rincian tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, sebagai berikut:

Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;

b. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan
pajak daerah;

Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;

Pembinaan dan pengawasan pajak daerah skala kota.

3. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan. Rincian tugas Bidang

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

199 sebagai berikut:

g.

Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan retribusi
daerah;

Fasilitasi, supervisi,. monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi
daerah;

Pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;

Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;
Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota;

Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK;

Penyiapan data realisasi penerima DBH kota.

4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
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Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
di bidang anggaran dan perbendaharaan. Rincian tugas Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, sebagai berikut:

a. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi
sidang DPOD;

b. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota;

c. Penyusunan perumusan bahan penetapan Perda tentang APBD dan
perubahan APBD;

d. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota;

e. Pengelolaan DAU kota;
f. Pengelolaan DAK.

Bidang Kas dan Akuntansi

Bidang Kas dan Akuntansi.mempunyai tugas.melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang kas dan
akuntansi. Rincian tugas Bidang Kas dan Akuntansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 205, sebagai berikut :

a. Pelaporan pengelolaan DAU Kkota;
b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;
c. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;

d. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan

prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;
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e. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kota;

f.  Penyusunan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab bersama.

3.2 Pembahasan
3.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas yang telah dijelaskan maka
efektivitas digunakan ‘untuk mengukur hubungan antara hasil (realisasi
penerimaan pajak reklame) terhadap target reklame, apabila konsep efektivitas
dikaitkan dengan pemungutan penerimaan pajak reklame maka efektivitas yang
dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame mencapai
target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pajak reklame yang
dianggarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah.

Kota Surabaya merupakan pusat ekonomi kedua di Indonesia, setelah DKI
Jakarta. Perdagangan dan industri penting yang berada di kota Surabaya memiliki
beragam jenis yang berhasil menarik investor dalam negeri maupun internasional
guna menyemarakkan dunia perdagangan dan perniagaan baik produk yang di
hasilkan berupa barang maupun jasa. Semakin tingginya barang dan jasa yang
produksi atau dihasilkan maka semakin dibutuhkannya sebuah iklan dan media

untuk memberitahukan dan memperkenalkan produk — produk yang dihasilkan.
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Dalam hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 70 Tahun 2010 Tentang pengenaan kenaikan Pajak Reklame sampai 25 %
atas nilai sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi atau badan
yang memasang reklame. Minat untuk memasang reklame antara lain ditentukan
oleh seberapa besar kepentingan orang atau badan untuk berkepentingan dengan
pemasangan produk barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan dengan
pemasangan reklame adalah produsen barang dan jasa merupakan objek pajak
(Nurmayasari, 2010). Dengan demikian dasar pengenaan pajaknya dapat didekati
dengan seberapa banyak produsen barang dan jasa yang ada, walaupun tidak
semua produsen memasang reklame. Dari beberapa pendapat tentang faktor yang
mempengaruhi- peningkatan penerimaan pajak daerah di ambil beberapa faktor
yang di duga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota
Surabaya yaitu Salah satu penyebab penerapan yang kurang maksimal terhadap
pajak reklame diakibatkan banyaknya reklame yang masuk kategori ilegal (1).
Masalah anjloknya pendapatan pajak dikarenakan oleh proses perizinan pendirian
reklame Reklame ilegal tidak dapat dipungut pajak karena masalah peraturan wali
kota mengenai reklame yang belum selesai sebagai tindak lanjut dari peraturan
daerah (2). Sampai pada tahun 2020, pajak ini terus menurun karena hal yang
sama yakni reklame ilegal dan juga adanya pandemi covid-19 (3). Berikut data
terkait efektivitas pajak reklame dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD pada

tahun 2016 sampai dengan 2020.
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Tabel 2

Efektivitas Pajak Reklame di Kota Surabaya Periode 2016 - 2020 (Ribu

Rupiah)
Tahun Target Realisasi Efektivitas
2016 | 129.020.000.000,- 132.291.866.992,- 102,54%
2017 131.161.200.000,- 131.297.144.500,- 100,10%
2018 133.730.872.000,- 139.057.010.250,- 103,98%
2019 135.665.000.000,- 140.830.670.000,- 103,81%
2020 110.593.889.000,- 99.663.900.000,- 90,12%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2021.

Hasil dari tabel diatas menunjukan bahwa persentase efektivitas
pemungutan pajak reklame ialah :
1. Pada tahun 2016 target yang di tentukan oleh pemerintah Kota Surabaya
sebesar Rp. 129.020.000.000 dan Realisasi yang di dapatkan sebesar Rp.
132.291.866.992 yang merupakan tingkat efektivitasnya adalah sebesar
102,54% sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2016 pendapatan Pajak
Reklame mengalami peningkatan dan dapat menunjukan keberhasilan
pemerintah daerah dalam pemungutan pajak.
2. Pada tahun 2017 target yang di tentukan adalah 131,161.200.000 dan

terealisasi sebesar 139.057.010.250 tingkat efektivitas sebesar100,10% pada
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tahun ini juga pemerintah berhasil mencapai target yang ditentukan walaupun
tingkat efektivitas menurun dari tahun 2016.

3. Tahun 2018 realisasi Rp. 139.057.010.250 dari target yang Rp.
133.750.872.000 dan tingkat efektivitasnya 103.98% sehingga dapat
menunjukan bawah penerimaan pajak yang di lakukan oleh pemerintah
daerah sangat efektif.

4. Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 140.830.670.000,-
dari target yang di tentukan sebesar Rp. 135.665.000.000 dan memiliki
tingkat efektivitas “sebesar 103,81% dalam hal ini menujukan bahwa
pemerintah daerah kota Surabaya efektif.

5. Dalam tahun ini 2020 di mana masa yang sulit di karena terjadinya wabah
COVID 19 serta kondisi Kota Surabaya yang menerapkan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi adalah Realisasi
mengalami penurunan Rp. 99.663.900 dari target yang di tentukan oleh
pemerintah sebesar Rp. 110.593.889.000 dan tingkat efektivitas sebesar 90,12

% sehingga pada masa ini penerimaan pajak reklame tidak efektif.

3.2.1 Faktor Yang Menghambat Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya

Mayoritas pengguna jasa Reklame baik yang berupa iklan berbentuk
spanduk yang melintang di jalan dan dipasang saling tumpuk di panggung jalan
adalah kendala yang menghambat pemungutan dalam penerimaan pajak reklame,
spanduk memiliki ancaman yang timbul yang berupa kerusakan keindahan kota
dan karena banyaknya reklame yang menggunakan tiang-tiang raksasa yang dapat

merugikan baik nyawa seseorang maupun kerugian materil dan beberapa faktor
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permasalahan yang ditemukan yang berupa reklame liar yang tidak memiliki ijin,
kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, pemasangan yang sudah
melewati masa jatuh tempo dan wajib pajak yang masih belum mengetahui
perundang — undangan yang berkaitan dengan reklame yang menyebabkan dalam
terjadi penurunan pendapatan/penerimaan pajak daerah, sehingga diperlukan
kordinasi antara pihak — pihak yang berkaitan yang diperintahkan untuk
melakukan pengelolaan pajak reklame dalam pemungutan, perizinan, pencabutan
reklame, dan pengawasan serta penyuluhan kepada wajib pajak yang berdasarkan
landasan hukum dan aturan yang tegas, jelas dan transparan sesuai dengan
peraturan perundang — undang perpajakkan Pemerintah Daerah.

Dan pada tahun 2020 terjadi wabah covid 19 serta kondisi Kota Surabaya
yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini juga
merupakan salah satu hambatan dalam penerimaan pajak daerah dalam segala
aspek dan menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah dalam hal memungut

pajak.

3.2.3 Upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Dalam
Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame

Dalam hal ini maka Badan Pendapatan Daerah khususnya pajak dan
retribusi di Kota Surabaya melakukan upaya dalam melakukan pemeriksaan dan
pengawasan untuk menciptakan tata tertib dalam penyelengaraan dan tata tertib
administrasi sehingga proses pemungutan pajak dapat di lakukan secara optimal
sehingga dapat meningkatkan pendapatan penerimaan pajak daerah berlangsung

lancar.
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Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana intensifikasi pajak reklame

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya, perlu dilakukan

penelitian tentang bagaimana intensifikasi dari pemungutan pajak reklame Kota

Surabaya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan

dengan analisis efektivitas pajak reklame di Kota Surabaya dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, dalam waktu melakukan wawancara kepada pihak yang

bersangkutan yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah melakukan upaya

meningkatkan pendapatan daerah kota Surabaya yaitu :

1.

Membangun dan menjalin hubungan dengan masyarakat karena petugas
merupakan mata rantai komunikasi- pemerintah dan masyarakat agar
menimbulkan rasa simpati dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
sehingga dalam hal menjalin hubungan ini petugas dapat bersosialisasi agar
wajib pajak mengetahui tata cara perpajakan dan timbul kesadaran untuk
membayar pajak.

Melakukan pengawasan dalam hal pembayaran pajak agar terciptannya tata
tertib dalam pemungutan pajak sehingga tidak terjadinya kecurangan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang
melanggar.

Melakukan penataan zona atau titik penempatan reklame agar tidak
menimbulkan kerugian dari pihak pemerintah dan wajib pajak.

Melakukan survey tempat — tempat yang di gunakan untuk penempatan
reklame.

Observasi lapangan bertujuan untuk perhitungan kasar dan penilaian

kebenaran pajak yang sudah di bayar atau pajak akan di bayar oleh wajib
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pajak, apakah jumlah yang di bayar atau jumlah yang seharusnya di bayar

sesuai.




BAB 4
PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan sudah di susun oleh penulis
mengenai efektivitas Pajak Reklame di kota Surabaya, maka dapat disimpulkan
bahwa pemungutan Pajak Reklame menunjukan bawah tahun 2016 — 2019 yang
di lakukan oleh Dinas Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya berjalan efektif
Namun ditahun 2020 penerimaan pajak reklame diketahui menurun; oleh karena

adanya penyesuaian pandemi COVID-19.

4.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak bahwa manfaat
pembayaran pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur.

2. Melakukan sosialisasi kepada badan usaha pentingnya bayar pajak Reklame
Sehingga dapat menghindari pengguna reklame ilegal.

3. Melakukan penindakan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan ilegal
seperti tindakan pidana atau denda sehingga memberikan efek jera.

4. Melakukan kajian ulang untuk penempatan Reklame agar menghindari

ancaman bahaya dan tidak mengganggu keindahan.
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